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ABSTRAK 
Muhammad Hanif, Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPT Perpustakaan UNJ.  
 
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting dan 
menentukan keberhasilan misi pemerintah. Salah satu faktor yang dinilai 
penting adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Untuk 
mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah mengeluarkan PP No. 53 
tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Implementasi adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejauhmana implementasi peraturan 
tersebut ditegakkan di UPT Perpustakaan UNJ menjadi dasar penelitian ini.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis, latar belakang 
pelanggaran disiplin pegawai pada instansi pemerintah UPT Perpustakaan UNJ 
dan mengetahui proses implementasi PP No. 53 tahun 2010 di UPT Per-
pustakaan UNJ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
melakukan wawancara dan observasi di lapangan. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Implementasi 
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Badan UPT Perpustakaan UNJ 
Jakarta belum optimal, dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya 
kesadaran dari pegawai untuk mengikuti peraturan dengan sungguh sungguh, 
kurangnya ketegasan dalam pemberian hukuman yang dilakukan berulang kali. 
dan faktor faktor lain seperti budaya, dan ekonomi. 
Kata kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Disiplin, Pegawai 
Negeri Sipil. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Hanif, The Implementation of Governement Regulation 
Number 53. year 2010 about the Disicpline of Civil Worker in UPT Li-
brary UNJ. 
The position of Civil Worker are important in deciding the successful-
ness of governement mission. One of the factor which was regarded as im-
portant is to make the aparature of nation clean and prestigious. 
To disicipline the Civil Worker, the Government release a Government 
Regulation Number 53 Year 2010 about Civil Worker Disicipline. About how 
far the implementation is implemented in UPT Library UNJ is the foundation 
of this research. 
The aim of this research is to know what kind of shape of violation and 
the cause of it in UPT Library UNJ and to know the proccess of the implemen-
tation of Government Regulation Number 53 Year 2010 in UPT Library UNJ. 
This research use qualitative method by interviewing and observation. 
The results of this research shown the implementation of the Governe-
ment Regulation Number 53 Year 2010 isnt yet optimal, the reason is because 
of some factor like the lack of cognition from the civil worker itself to follow 
the regulation in rightway. the lack of decision in punishing the Civil Worker 
and another factor like culture and economic. 
Keywords: Implementation, Governement Regulation, Disicipline, Civil 
Worker.Kata kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Disiplin, 
Pegawai Negeri Sipil. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pegawai negeri bukan hanya unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi 
negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah tengah masarayakat dan 
bekerja untuk kepentingan masyarakat juga. Kedudukan Pegawai negeri Sipil 
(PNS) adalah sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya misi dari 
pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita cita 
nasional. Pendayagunaan PNS terus ditingkatkan terutama yang berhubungan 
dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat, serta 
kemampuan professional dan kesejahteraan PNS sanga diperhatikan dalam 
menunjang pelaksanaan tugas.  
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS merupakan 
dasar hukum untuk menjamin PNS dan dapat pula menjadi landasan untuk 
mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Landasan hukum 
yang terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi PNS pada masa sekarang ini 
merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka serta hal hal 
lain yang berhubungan didalamnya.  
Tujuan nasional negara Indonesia tertuang di dalam Pembukaan Undang Un-
dang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan nasional tersebut dapat dicapai 
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melalui pembangunan nasional yang direncanakan secara sistemasis dan realisasi 
yang sungguh sungguh dan sebaik baiknya. Pegawai negeri yang penuh tanggung 
jawab, kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sangat diper-
lukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang mulia tersebut. Untuk 
mewujudkan pegawai negeri yang penuh tanggung jawab, kesetiaan dan ketaatan 
terhadap Pancasila dan UUD 1945 tersebut maka perlu adanya pembinaan dengan 
sebaik baiknya. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah 
dalam sistem pembangunan nasional mengamanatkan bahwa arah kebijakan ten-
tang penyelenggaraan negara antara lain adalah meningkatkan kualitas aparatur 
negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberla-
kukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan 
dan sanksi. Menurut Malayu S.P Hasibuan, dengan penilaian prestasi berarti para 
bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong mereka 
bergairah bekerja, asalkan proses penilaian tersebut jujur dan objektif serta ada 
tindak lanjut. Prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penilaian prestasi kerja 
adalah untuk mengetahui apakah pegawai telah bekerja sesuai dengan standar 
standar yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila seorang pegawai telah me-
menuhi standar yang ditetapkan, maka pegawai tersebut memiliki prestasi yang 
baik, begitu juga sebaliknya. Manfaat yang diharapkan dengan adanya prestasi 
kerja ini adalah akan mampu meningkatkan kinerja individu, meningkatkan kiner-
ja instansi, adanya efisiensi, meningkatnya kualitas pelayanan. Pemerintah juga 
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akan dapat menggunakan penilaian kerja ini sebagai alat pengambilan keputusan 
dalam rangka menetapkan kompensasi dan kenaikan jabatan atau pangkat1 
Terkait dengan Apratur Sipil Negara sebagaimana telah diamanatkan da-
lam UU No. 5 Tahun 2014, maka salah satu faktor yang dinilai penting adalah 
mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedi-
siplinan para Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan kewajiban 
pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Disiplin yang baik menc-
erminkan besarnya rasa tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugasnya. Untuk 
meningkatkan kedisiplinan adalah hal yang cukup sulit. 
Dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah 
memberikan suatu kebijakan dengan di keluarkannya PP No. 53 tahun 2010 ten-
tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur 
pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas 
yang telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin, akan tetapi tidak 
dipungkiri sering juga di dalam suatu instansi pemerintah, pegawainya melakukan 
pelanggaran disiplin seperti terlambat, pulang sebelum waktunya, dan penyim-
pangan lain yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. 
Dengan berlakunya hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang kurang disiplin ter-
sebut, diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Kedi-
siplinan haruslah ditegakkan dalam suatu instansi. Tanpa sikap disiplin yang baik 
dari Pegawai Negeri Sipil, sulit pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.  
          UPT Perpustakaan UNJ telah ikut serta dalam mengimplementasikan pera-
                                                             
1 Hasibuan, Malayu S.P. 2011. Manajemen Sumber daya Manusia (Edisi Revisi) Jakarta: Bumi 
Aksara Hal 65. 
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turan disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi tidak ikut menutup kemungkinann Peg-
awai Negeri Sipil di UPT Perpustakaan UNJ untuk melakukan hal hal yang me-
langgar peraturan tersebut. Memperhatikan kondisi UPT Perpustakaan UNJ yang 
terkadang buka agak terlambat, tutup lebih cepat dan hal lainnya. 
Berdasarkan latar belakang di atas yang memuat peraturan tentang pene-
gakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, maka penulis merasa tertarik untul 
melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Berdasarkan fenomena fenomena 
yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menuangkannya ke dalam bentuk 
penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemenerintah Nomor 53 Tahun 
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPT Perpustakaan UNJ”  
 
B. Identifikasi Masalah  
1. Belum adanya kesesuaian ucapan sumpah/janji jabatan PNS di Badan   
UPT Perpustakaan UNJ sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
2. Masih kurangnya pengabdian, kesadaran, dan rasa tanggung jawab peg-
awai di dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Pemerintah 
No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
3. Kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan oleh pimpinan terhadap peg-
awai Badan UPT Perpustakaan UNJ.  
 
C. Fokus Masalah 
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Dari identifikasi masalah yang ada di Badan UPT Perpustakaan UNJ 
mengenai implementasi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tentang Kewajiban Pegawai Negeri 
Sipil, sebagiamana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan UPT Perpustakaan UNJ. 
Batasan masalah ini sendiri terbatas hanya meliputi pelanggaran yang ter-
jadi di Badan UPT Perpustakaan UNJ oleh karena itu, tidak keseluruhan isi pasal 
dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 ini akan dibahas pada skripsi ini 
yakni pasal 3-7. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan di Ba-
dan UPT Perpustakaan UNJ. UPT Perpustakaan UNJ sendiri berlokasi di Jl. 
Pemuda No.41, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220.  
 
D. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas dan tidak sedikitnya 
permasalahna yang ada mengenai kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, maka 
rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah jenis pelanggaran disiplin pegawai pada instansi UPT 
Perpustakaan UNJ? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi Pera-
turan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil di UPT Perpustakaan UNJ? 
 
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPT Perpustakaan UNJ? 
E. Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui bentuk, jenis, latar belakang, dan modus pelang-
garan disiplin pegawai pada instansi UPT Perputakaan UNJ.  
2. Untuk mengetahui proses implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPT Per-
pustakaan UNJ.  
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Pera-
turan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil di UPT Perpustakaan UNJ. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat teoretis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  
1) Manfaat Teoretis  
Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk dapat 
menelaah, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah 
yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diterima pada saat 
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mengikuti perkuliahan dan memberikan informasi kepada 
peneliti lanjutan yang memiliki topik penelitian yang sama. 
2) Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi 
struktur Pegawai Negeri Sipil UPT Perpustakaan UNJ terutama 
dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah No. 
53 Tahun 2010 dalam menegakkan disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka perlu dilakukan tin-
jauan pustaka untuk menghasilkan pemikiran yang bertujuan untuk memperoleh 
pemahaman dan memperluas wawasan penelitian yang terkait dengan topik 
penelitian yaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
A. Implementasi 
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia be-
rarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan 
suatu kegiatan yang dilaksanakan atau mencapai tujuan tertentu.  
Kamus Webster merumuskan bahwa to implement (implementasikan) berarti 
to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 
sesuatu), ti give practicia effect to (menimbulkan dampak atua akibat terhadap 
sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan 
sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan men-
imbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.  
Budi Winarno mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai 
menjangkau tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu individu pemerintah 
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dan individu individu swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang 
telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijaksanaan sebelumnya.2 
Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Saba-
tier  sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa: 
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 
suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus per-
hatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian kejadian dan kegiatan 
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman pedoman kebijaksa-
naan negara yang mencakup baik usaha usaha untuk mengadministrasi-
kannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian kejadian.”3 
Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses im-
plementasi itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut implementasi kebijaksa-
naan itu, sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan badan admin-
istratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah 
ditetapkan serta menumbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan 
pula menyangkut jaringan kekuatan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang 
secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang 
terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapakan ataupun yang tidak di-
harapkan. 
Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai 
tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) 
                                                             
2 Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS Hal 55. 
3 Ibid hal 57 
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pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Micahel Howlet dan M. 
Ramesh dalam buku Subarsono bahwa mplementasi kebijakan adalah proses 
untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil. 4 
Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi terdiri dari tujuan 
atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil 
kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 
proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 
dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi 
kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir 
(output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. 
Teori David L. Wimer dan Aidan R.Vining Welmer dan Vining 
mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu  
 Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan 
yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan 
teoritis.  
 Lingkungan tempat kebijakan dioprasikan akan mempengaruhi 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud 
lingkungan dalam hal ini encakup lingkungan social, politik, ekonomi, 
hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada 
suatau daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang 
berbeda.  
                                                             
4 Ibid hal 60 
11 
 
 
 
 Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor 
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.5 
Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah 
penetapan undang-undang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ripley dan 
Franklin, implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 
ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis 
keluaran yang nyata.6 
Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan 
tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian 
output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) 
pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh 
kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang 
tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-
badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting 
(atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang 
/peraturan yang bersangkutan. 
B. Peraturan Pemerintah 
Peraturan Pemerintah atau biasa disingkat PP adalah Peraturan Perundang 
Undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang 
Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah mate-
ri untuk menjalankan undang undang. Di dalam undang undang Republik Indone-
                                                             
5 Subarsono, 2006.Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, 
Yokyakarta. Hal 65. 
6 Winarno, Budi, 2014, Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus, Cetakan Kedua, CAPS, 
Yogyakarta. Hal 60. 
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sia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, 
dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan “organik” daripada un-
dang undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak 
belakang. 
Selain itu dikatakan pula pada undang undang tersebut bahwa untuk 
mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban 
melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, 
terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin 
pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-
undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, 
dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan 
perundang-undangan.  
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat 
menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan 
peraturan perundangundangan yang baik sehingga perlu diganti. Berdasarkan per-
timbangan pertimbangan tersebut menurut undang undang nomor 12 tahun 2011 
maka diperlukanlah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ditandatangani 
oleh presiden.  
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C. Disiplin 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti ketaatan atau 
kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib yang ada. Fathoni mengemukakan, 
kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 
peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Tanpa adanya 
disiplin pegawai, maka sulit bagi instansi atau perusahaan mewujudkan 
tujuannya. 7 
Hani Handoko membagi menjadi dua tipe kegiatan pendisiplinan, yaitu 
preventip dan korektip. Disiplin preventip adalah kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, 
sehingga penyelewengan dapat dicegah. Sementara disiplin korektip adalah 
kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan 
dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut.8 
Lussier menyatakan ada 16 prinsip mengenai penggunaan disiplin secara 
efektif untuk mengubah perilaku pegawai, antara lain: 
a)  Wewenang supervisor. 
Supervisor sebaiknya melakukan tindakan pendisiplinan sesuai 
dengan wewenangnya. Hal ini bertujuan agar tindakan pendisiplinan 
tersebut dapat diterima oleh para pegawai. Oleh karena itu, supervi-
sor haruslah mengetahui sistem disiplin organisasi. 
b) Pengertian mengenai seluruh peraturan dan alasan perlunya tindakan 
pendisiplinan  
c) Penjelasan mengenai peraturan  
d) Pernyataan negatif mengenai peraturan.  
                                                             
7 Abdurrahman, Fathoni. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta:PT Rineka Cipta. Hal 
75 
8 Handoko, Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (Edisi 2).Yogyakarta: 
BPFE-Yogyakarta. Hal 55 
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Supervisor sebagai wakil manajemen seharusnya tidak membuat   
pernyataan negatif mengenai peraturan yang ada namun mendukung 
peraturan tersebut.  
e) Mengikuti peraturan yang telah dibuat 
Supervisor sebagai teladan bagi para pegawainya haruslah juga 
mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. 
f) Menghindari tindakan pendisiplinan berdasarkan fakta yang tidak 
jelas. 
g) Mengumpulkan fakta yang diperlukan sebelum melakukan tindakan 
pendisiplinan  
h) Ketegasan dalam melakukan tindakan pendisiplinan  
i) Privasi dalam memberikan tindakan pendisiplinan  
j) Pecacatan terhadap perbuatan pelanggaran disiplin.  
k) Pemberian hukuman. 
l) Hubungan kerja yang kembali normal setelah masa tindakan pendi-
siplinan selesai.  
m) Pemberian peringatan sebelum dilakukannya tindakan pendisiplinan. 
n) Waktu peneteapan tindakan pendisiplinan. 
o) Konsistensi. 
p) Tidak secara pribadi.9 
Setelah peraturan tentang disiplin tersebut diterapkan, maka perlu adanya 
sebuah sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya agar peraturan tentang disiplin 
pegawai tersebut dipatuhi dan ditaati oleh semua pegawai 
Pengertian hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah siksa 
yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. 
Definisi hukuman (punishment) menurut Luthans adalah segala sesuatu yang 
dapat memperlemah perilaku dan cenderung untuk mengurangi frekuensi 
perilaku yang berikutnya dan biasanya terdiri dari permintaan suatu 
konsekuensi yang tidak diharapkan. Wahyudin menyimpulkan definisi 
hukuman, yaitu suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan (siksa) terhadap 
suatu respons perilaku atau perbuatan tertentu dengan tujuan untuk 
                                                             
9 Widjaja, H. A. W. 2011. Etika Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara Hal 34 
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memperlemah perilaku tersebut dan mengurangi frekuensi perilaku yang 
berikutnya atau tidak mengulang pada perbuatan yang sama. 
Donelly menyatakan ada lima hal agar penggunaan hukuman dapat 
efektif dalam mengubah perilaku pegawai, yaitu: 
a) Waktu 
Waktu untuk menyampaikan hukuman sangat penting. Penelitian 
menyampaikan bahwa efektivitas hukuman meningkat jika kondisi 
menekan diberikan segera setelah respon orang yang harus dihukum. 
b) Intensitas 
Hukuman mencapai efektivitas terbesar jika stimulus yang 
menentukan dilakukan terus-menerus. Implikasi kondisi ini akan 
mencapai efektif jika hukuman mendapat perhatian segera dari orang 
yang dihukum 
c) Jadwal 
Akibat hukuman tergantung dari jadwal penghukuman. Hukuman 
dapat disampaikan setelah setiap respon yang tidak baik atau sesudah 
sejumlah respon tidak baik terjadi. Beberapa riset menunjukkan bahwa 
hukuman menjadi lebih efektif jika dilakukan secara terus-menerus. 
Konsistensi juga penting, manajer sebaiknya menghukum perilaku 
masing-masing dengan cara yang sama untuk semua individu yang 
menunjukkan perilaku tidak diinginkan 
d) Klarifikasi  
Keadaan memainkan peran yang penting dalam penyampaian 
hukuman. Memberikan alasan jelas, tidak mendua, dan 
memperhatikan konsekuensi masa datang jika respon berulang 
merupakan cara yang efektif. Pendekatan pada orang dengan respon 
spesifik merupakan tanggung jawab bagi tindakan manajer terutama 
menginformasikan pada orang bersangkutan apa yang secara tepat 
tidak perlu dilakukan. 
e) Impersonalitas 
Hukuman sebaiknya berfokus pada respons spesifik, tidak pada orang 
dari pola perilaku umum. Semakin kurang sesorang yang dihukum 
mengalami akibat emosional yang tidak diinginkan.10 
 
                                                             
10 Hartini, Sri dkk 2011. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.Hal 77 
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Miftah Thoha membagi tingkat hukuman disiplin pegawai negeri 
menjadi tiga, yaitu: 
a) Hukuman disiplin ringan, terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, 
dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 
b) Hukuman disiplin sedang, terdiri dari penundaan kenaikan gaji, 
penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat. 
c) Hukuman disiplin berat, terdiri dari penurunan pangkat, pembebasan 
dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak 
dengan hormat.11 
 
3.1 Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk 
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati 
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 
Kewajiban PNS berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 adalah sebagai berikut: 
1) Mengucapkan sumpah/janji PNS; 
2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Pemerintah; 
4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
6) Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 
7) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/atau golongan; 
8) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan; 
                                                             
11 Thoha, Miftah. 2012. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group Hal 83 
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9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara; Melaporkan dengan segera kepada atasannya 
apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau 
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, 
keuangan, dan materiil; 
10) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
11) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 
12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 
sebaik-baiknya; 
13) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
14) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
15) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 
karier; dan 
16) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
 
Sedangkan larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:  
1) Menyalahgunakan wewenang; 
2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 
3) Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara 
lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 
4) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 
swadaya masyarakat asing; memiliki, menjual, membeli, 
menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang 
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga 
milik negara secara tidak sah; 
5) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau 
pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
negara; 
6) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada 
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih 
apapun untuk diangkat dalam jabatan; 
7) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga 
yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 
8) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
9) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang 
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 
10) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
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11) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
 
Pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 
adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati 
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang 
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 
3.2 Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 
adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan 
disiplin PNS. Tingkat hukuman disiplin menurut pasal 7 ayat 1 Peraturan 
Pemerintah No. 53 tahun 2010 terdiri dari tiga tingkat hukuman disiplin, yaitu 
hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan 
terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara 
tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji 
berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sedangkan jenis 
hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat 
sebagai PNS. 
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PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara 
tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan 
kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling 
lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila pada tanggal yang 
seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan 
pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang 
bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Apabila pada tanggal 
pemeriksaan PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang 
berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti 
dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 
Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib 
memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk 
berita acara pemeriksaan. Apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan 
untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan 
kewenangan atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut 
wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila pejabat yang lebih tinggi, maka 
atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara 
pemeriksaan. 
Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung 
sejak yang bersangkutan diperiksa. Pembebasan sementara dari tugas 
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jabatannya berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. 
PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak 
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa 
pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman 
disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. 
PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran 
disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang 
lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. PNS tidak 
dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran 
disiplin. 
Sesuai dengan ketentuan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk 
membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya 
kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin. Upaya 
administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan dapat 
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum 
dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat 
yang berwenang menghukum. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dapat 
mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. 
Hak atas gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap 
menjalankan tugas. Namun bagi PNS yang tidak mengajukan banding 
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administratif, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan 
berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima. 
PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang 
berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan 
Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau 
kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila keputusan pejabat yang berwenang 
menghukum dibatalkan, maka PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan 
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-perundangan. Selain itu PNS yang sedang dalam proses 
pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang 
mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. 
D. Pegawai Negeri Sipil  
Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegawai 
artinya orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), 
sedangkan negeri artinya negara atau pemerintah. Jadi secara bahasa Pegawai 
Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. 
Definisi Pegawai Negeri Sipil menurut Kranenburg adalah pejabat yang 
ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang 
memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan 
sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil 
mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan 
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memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai 
hubungan dinas dengan negara.12 
Dalam ketentuan umum UU No. 5 tahun 2014, yang dimaksud dengan 
pegawai negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pasal 7 UU No. 
5 tahun 2014 juga menjelaskan tentang Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 
4.1 Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban diartikan sebagai 
sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, 
pekerjaan dan tugas. Menurut Poespoprodjo mengartikan kewajiban sebagai 
keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. 
Selain kewajiban, ada juga hak. Definisi hak menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, hak dirumuskan sebagai benar, kewenangan, atau kekuasaan 
untuk berbuat sesuatu. Sementara Bertens mendifinisikan hak sebagai klaim 
yang sah dan dapat dibenarkan yang dibuat oleh orang atau kelompok yang sa-
tu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. 13 
                                                             
12 Hartini, Sri dkk 2011. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 45 
 
13 Handoyo, Eko. 2010. Etika Politik dan Pembangunan. Semarang: Widya Karya. 2012. Kebijakan 
Publik. Semarang: Widya Karya Hal 85 
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Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ju-
ga berisikan kewajiban dan hak Aparatur Sipil Negara. Sebagai bagian dari 
Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban se-
bagai berikut: 
1) Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan 
yang sah 
2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 
3) Melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintan yang 
berwenang 
4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undang 
5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 
kesadaran, dan tanggung jawab; 
6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di 
luar kedinasan; 
7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. 
 
 
Pegawai Negeri Sipil juga memiliki hak-hak sesuai dengan Undang-
undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu hak 
memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pension dan hari tua; 
perlindungan; dan pengembangan kompetensi. 
Kewajiban yang harus diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil menurut 
pasal 3 PP No. 53 Tahun 2010 adalah: 
1) Mengucapkan sumpah/janji PNS; 
2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Pemerintah; 
4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
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6) Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 
7) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/atau golongan; 
8) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan; 
9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan negara; 
10) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 
ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau 
Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 
11) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
12) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 
13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 
sebaik-baiknya; 
14) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
16) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 
karier; dan 
17) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
 
Sedangkan larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 4 
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 adalah:  
1) Menyalahgunakan wewenang  
2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau 
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain  
3) Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara 
lain dan atau lembaga atau organisasi internasional  
4) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 
swadaya masyarakat asing 
5) Memiliki, menjual, membeli. Menggadaikan, menyewakan atau 
meminjamkan barang barang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah 
6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.  
7) Memberi atau menyanggupi akan member sesuatu kepada siapapun 
baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun 
untuk diangkat dalam jabatan.  
8) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga 
yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya 
9) Bertindang sewenang wenang terhadap bawahannya 
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10) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang 
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani 
11) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan 
12) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.  
 
Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam pasal 3 dan atau pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.. 
a. Etika Pegawai Negeri Sipil 
Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan atau 
watak. 14Etika dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu 
tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 
moral. Menurut Suseno etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar 
tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Pendapat Suseno tersebut 
didukung oleh pendapat Bertens yang mengatakan bahwa etika merupakan 
ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan 
dengan moralitas15. 
Pada umumnya yang dimaksud dengan kode etik adalah sekumpulan 
norma, asas, dan nilai yang menjadi pedoman bagi anggota kelompok profesi 
tertentu dalam bersikap, berperilaku, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan 
sebagai anggota kelompok profesi tersebut.  
. 
                                                             
14 14 Hartini, Sri dkk 2011. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 80 
15 Handoyo, Eko. 2010. Etika Politik dan Pembangunan. Semarang: Widya Karya. 2012. Kebijakan 
Publik. Semarang: Widya Karya Hal 64 
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Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap pegawai negeri sipil wajib 
mewujudkan pola hidup sederhana; memberikan pelayanan dengan empati, 
hormat, dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; memberikan 
pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil, serta tidak diskriminatif; 
tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan berorientasi kepada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. 
Etika pegawai negeri sipil terhadap diri sendiri meliputi jujur dan 
terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; bertindak dengan 
penuh kesungguhan dan ketulusan; menghindari konflik kepentingan pribadi, 
kelompok maupun golongan; berinisiatif untuk meningkatkan kualitas 
pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; memiliki daya juang yang 
tinggi; memelihara kesehatan jasmani dan rohani; menjaga keutuhan dan 
keharmonisan keluarga; berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. 
E. Perpustakaan 
Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung / 
bangunan atau gedung tersendiri yang berisi bukubuku koleksi, yang diatur dan 
disusun demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila 
diperlukan oleh pembaca.16 
Perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku 
dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai. 
                                                             
16 Sutarno NS, (2011), Perpustakaan dan Masyarakat, CV. Sagung Seto, Jakarta Hal 65 
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Secara lebih konkrit perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit 
kerja dari sebuah lembaga pendidikan yang berupa tempat penyimpanan 
koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan. Dari beberapa 
pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah tempat untuk 
mengembangkan informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga 
pendidikan, sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar 
cakrawala pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. 
         Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertian perpustakaan berubah 
secara berangsur-angsur. Pada mulanya setiap ada kumpulan buku-buku 
koleksi yang dikelola secara rapi dan teratur disebut perpustakaan, tetapi karena 
adanya perkembangan teknologi modern dalam usaha pelestarian dan 
pengembangan informasi, maka koleksi perpustakaan tidak hanya terbatas 
buku-buku saja tetapi juga beraneka ragam jenisnya. 
F. UPT UNJ 
Sejarah perpustakaan berawal dari perpustakaan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP UI). Pada tanggal 16 Mei 1964 
FKIP berubah menjadi institute Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. 
Tahun 1970 sesuai SK Rektor IKIP Jakarta No.084, Perpustakaan IKIP Jakarta 
menjadi perpustakaan pusat yang bertugas mengkoordinir dan mengawasi per-
pustakaan yang berada di fakultas dan Sekolah Laboratorium Kepndidikan.  
Berdasarkan Keputusan Mendikbud RI No. 0193/0/1995 perpustakaan ber-
tanggung jawab kepada Rektor dan dibawah permbinaan PR 1. Pada tahun 1999 
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sesuai Keppres RI No.93/1999, IKIP Jakarta berubah status menjadi Universitas 
Negeri Jakarta, maka perpustakaan IKIP Jakarta berubah menjadi UPT Per-
pustakaan Universitas Negeri Jakarta. 
Pada bulan desember 2009, perpustakaan telah mendapatkan sertifikat ISO 
9001-2008 number QS.7215 dari World Quality Assurance dan sampai kini masih 
berhak memegang seritfikat ISO tersebut. 
Secara umum perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat informasi, pen-
didikan, penelitian dan rekreasi. Khusus mengenai fungsi Perpustakaan Tinggi 
dapat ditinjau dari segi pelayanan, program kegiatan, dan pelaksanaan.  
Dari segi pelayanan berfungsi sebagai Pusat pengumpulan informasi, 
Pusat pelestarian informasi, pusat pengelolaan informasi, Pusat pemanffaatan in-
formasi dan pusat penyebarluasan informasi. 
Dari segi program kegiatan berfungsi untuk menunjang tercapainya tridharma 
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan 
(R&D) dan pengabdian pada masyarakat. Dari segi pelaksanaan berfungsi sebagai 
akademis edukatif dan administratif teknis. 
 Visi UPT Perpustakaan UNJ  
Menjadikan Perpustakaan UNJ yang tanggap terhadap kebutuhan sumber 
informasi pemustaka baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan 
era globalisasi. 
 Misi UPT Perpustakaan UNJ 
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Menunjang pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 
akademik dan professional. Meningkatkan kinerja perpustakaan sesuai 
dengan tuntutan masyarakat akademik dan kebutuhan pembangunan 
dengan memanfaatkan teknologi informasi. Meningkatkan mutu layanan 
informasi untuk penelitian dan pendidikan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah jenis-
jenis pelanggaran disiplin pegawai, faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi 
proses implementasi Peraturan Pemerintah no. 53 Tahun 2010 dan 
bagaimanakah proses implementasi peraturan tersebut di Badan UPT Per-
pustakaan UNJ. 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini 
berupaya memberikan gambaran secara obyektif, menguraikan dan 
mendeskripsikan data data empiris mengenai Implementasi Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Per-
pustakaan UPT UNJ. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 
emneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di-
mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber 
data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri 
anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.17 
 
                                                             
17 Sutarno NS, (2011), Perpustakaan dan Masyarakat, CV. Sagung Seto, Hal 65. 
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C. Penentuan “Setting”  
Penelitian ini dilakukan di badan UPT Perpustakaan UNJ yang berlo-
kasi  di Kampus A Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 2 bulan pada tahun 2017 tepatnya bulan November-
Desember. 
D. Langkah-Langkah Penelitian 
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni 
sebagai berikut:  
1. Observasi 
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
objek penelitian untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di 
lapangan. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung dan 
semi pasif, agar peneliti secara langsung dapat ikut serta dalam 
kegiatan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 
digunakan sebagai sumber data penelitian yaitu tak lain dan tak 
bukan adalah para pegawai dari UPT Perpustakaan UNJ itu sendiri 
dan juga Ketua dari UPT Perpustakaan UNJ itu sendiri dan yang 
mengawasi yakni kepala sub bagian. 
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan kedalaman informasi 
mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Ta-
hun 2010 itu sendiri di badan UPT Perpustakaan Jakarta. Wawancara 
dilakukan dengan informan dan key informan agar keabsahan infor-
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masi dapat tercapai. Lebih lanjut dalam penelitian ini maka ditetap-
kan bahwa:  
 Key Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Dra. Rita Jenny 
Lysanti, M.Pd selaku Kepala UPT Perpustakaan UNJ sendiri. 
 Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Ummi M. Siregar, S.Pd, 
M.Hum selaku bagian Kasubbag Tata Usaha dan pak Oky Kur-
niawan selaku staf dari UPT Perpustakaan UNJ itu sendiri. 
E. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data 
Data yang diperoleh peneliti dilapangan sesuai dengan kondisi yang ada 
kemudian dipastikan keabsahanya, maka penelitian ini perlu adanya 
kaliberasi tentang keabsahan data yaitu dengan cara: 
 Triangulasi : Prisip triangulasi adalah cek dan ricek, tehnik ini 
digunakan karena dianggap dapat diandalkan. Disini peneliti 
menggunakan cara triangulasi metode yakni sesuatu yang dilakukan un-
tuk mengecek data yang sudah didapat peneliti dengan cara mengecek 
data dengan tehnik yang berbeda, disini peneliti mendapatkan data me-
lalui proses wawancara lalu di cek kembali kemudian dengan observasi 
dan dokumentasi. 
 Kecukupan referensial : Kecukupan referensial ini adalah upaya peneliti 
mengumpulkan data menggunakan alat seperti perekam suara atau 
perekam gambar. Hal ini dilakukan agar ada bukti lain selain catatan 
yang dibuat oleh penulis. 
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F. Teknik Analisis Data 
 Reduksi data : Pada tahap ini peneliti memilih hal hal yang pokok 
dari data yang di dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan 
pada hal hal yang penting saja. Proses reduksi dilakukan secara ber-
tahap, selama dan setelah pengumpulan data sampai laporan hasil. 
 Penyajian data: Setelah melakukan reduksi data, langkan berikutnya 
adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data 
bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat ataupun penjelasan. 
 Penarikan Kesimpulan : Setelah pengumpulan data melalui penga-
matan dan wawancara, kemudian data akan diolah hinnga pada akhir 
pembuatan kesimpulan. Hasil pengolahan data ini dibuat dalam ben-
tuk kualitatif dengan menuliskan hal hal yang terjadi di lapangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 
 
4.1.1 Sejarah dan Gambaran Umum UPT Perpustakaan UNJ 
Sejarah perpustakaan berawal dari perpustakaan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP UI). Pada tanggal 16 Mei 1964 
FKIP berubah menjadi institute Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. 
Tahun 1970 sesuai SK Rektor IKIP Jakarta No.084, Perpustakaan IKIP Jakarta 
menjadi perpustakaan pusat yang bertugas mengkoordinir dan mengawasi per-
pustakaan yang berada di fakultas dan Sekolah Laboratorium Kepndidikan.  
Berdasarkan Keputusan Mendikbud RI No. 0193/0/1995 perpustakaan ber-
tanggung jawab kepada Rektor dan dibawah permbinaan PR 1. Pada tahun 1999 
sesuai Keppres RI No.93/1999, IKIP Jakarta berubah status menjadi Universitas 
Negeri Jakarta, maka perpustakaan IKIP Jakarta berubah menjadi UPT Per-
pustakaan Universitas Negeri Jakarta. 
Pada bulan desember 2009, perpustakaan telah mendapatkan sertifikat ISO 
9001-2008 number QS.7215 dari World Quality Assurance dan sampai kini masih 
berhak memegang seritfikat ISO tersebut. 
Secara umum perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat informasi, pen-
didikan, penelitian dan rekreasi. Khusus mengenai fungsi Perpustakaan Tinggi 
dapat ditinjau dari segi pelayanan, program kegiatan, dan pelaksanaan.  
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Dari segi pelayanan berfungsi sebagai Pusat pengumpulan informasi, Pusat 
pelestarian informasi, pusat pengelolaan informasi, Pusat pemanffaatan informasi 
dan pusat penyebarluasan informasi. 
Dari segi program kegiatan berfungsi untuk menunjang tercapainya tridharma 
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan 
(R&D) dan pengabdian pada masyarakat. Dari segi pelaksanaan berfungsi sebagai 
akademis edukatif dan administratif teknis. 
 Visi UPT Perpustakaan UNJ  
Menjadikan Perpustakaan UNJ yang tanggap terhadap kebutuhan sumber 
informasi pemustaka baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan 
era globalisasi. 
 
 Misi UPT Perpustakaan UNJ 
Menunjang pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 
akademik dan professional. Meningkatkan kinerja perpustakaan sesuai 
dengan tuntutan masyarakat akademik dan kebutuhan pembangunan 
dengan memanfaatkan teknologi informasi. Meningkatkan mutu layanan 
informasi untuk penelitian dan pendidikan. 
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4.2 Temuan Penelitian 
 
4.2.1 Jenis- jenis pelanggaran disiplin yang terjadi di Badan UPT Per-
pustakaan UNJ Jakarta. 
 Berdasarkan observasi yang di lakukan di UPT Perpustakaan UNJ, masih 
adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di 
Badan UPT Perpustakaan UNJ yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah 
No.53 Tahun 2010. Beberapa pelanggaran itu seperti kebiasaan datang terlambat, 
libur melebihi batas waktu yang ditentukan dan bahkan ada yang tidak masuk ker-
ja hingga waktu yang lama. Ada beberapa faktor mengapa hal ini dapat terjadi 
melalui proses penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya adalah melalui proses 
observasi dan wawancara. Saat saya mewawancarai salah satu informan yang ber-
tugas sebagai mengawasi dalam hal pendisiplinan ini yakni Ibu Ummi M. Siregar, 
S.pd. Beliau mengatakan bahwa: 
“Sudah ada usaha dari kami untuk melakukan atau mensosialisasikan 
pendisiplinan melalui peraturan tersebut, namun belum diresapi kesungguhannya 
sepertinya oleh para pegawai, kami pun bahkan sudah mengedarkan buku 
mengenai peraturan tersebut.”18 
Hal ini sangatlah disayangkan, karena Pegawai Negeri Sipil seharusnya 
melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai yang telah diamanat-
kan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. 
Pelanggaran- pelanggaran yang ditemukan peneliti baik melalui proses ob-
servasi maupun wawancara sebagai berikut:  
                                                             
18 Wawawncara dengan Ibu Ummi selaku kepala Kasubag pada tanggal 23 November 2017 di 
Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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 Absen Sidik Jari 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penera-
pan absen sidik jari dari pegawai negeri sipil pada tanggal 20-30 Novem-
ber 2017 sudah terlaksana namun belum semuanya melakukan absen sidik 
jari. Dalam satu bulan hari kerja setiap harinya biasanya selalu ada pega-
wai yang tidak melakukan absensi sidik jari dikarenakan alasan lupa. 
 Jam Masuk Kantor Pegawai  
Kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting untuk menen-
tukan berhasil tidaknya tujuan dari pemerintah dalam memberikan pela-
yanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pegawai negeri sipil sebagai apara-
tur pemerintah juga sebagai abdi masyarakat dituntut untuk memberikan 
pelayanannya dengan penuh rasa tanggung jawab, berdedikasi, jujur dan 
disiplin yang tinggi, terutama disiplin tinggi yang tinggi dalam kedatangan 
masuk jam kerja. 
Selanjutnya untuk mengetahui disiplin pegawai negeri sipil di Badan UPT 
Perpustakaan UNJ mengenai kedatangan atau masuk jam kerja. Berikut 
penulis memberikan terlebih dahulu jadwal jam kerja UPT Perpustakaan 
UNJ Jakarta. 
 Senin – Kamis   : 09.00 – 16.00 Wib 
 Jum’at    : 09.00 – 16.30 Wib 
 Istirahat Senin- Kamis: 12.00 – 13.00 Wib  
 Istirahat Jum’at  : 11.30 – 13.00 Wib 
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Pada tanggal 23 November 2017 pegawai yang datang pukul 08.30 – 9.30 
terdapat 5 orang. Pada tanggal 24 November terdapat 6 orang, dan pada 
tanggal 25 November 4 orang. 
Dari hasil analisis data diketahui bahwa disiplin kedatangan atau jam ma-
suk kerja di Badan UPT Perpustakaan UNJ belum sepenuhnya terelisasi, 
hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pegawai yang tidak hadir tepat 
waktu dalam jam bekerja.  
 Penggunaan Jam Istirahat Pegawai  
Berkenaan dengan penggunaan jam istirahat pegawai sesuai dengan ke-
tentuan merupakan sebagian dari pelaksanaan disiplin bagi para pegawai-
akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis di lapangan serta keadaan 
menunjukkan bahwa tingkat penggunaan jam istriahat sudah terlaksana 
namun belum terimplmentasikan dengan maksumal atau sesuai waktunya.  
Pada tanggal 23 November 2017, peneliti menemukan bahwa Per-
pustakaan buka atau operasional kembali pukul 13.15 wib yang seha-
rusnya pukul 13.00 wib sudah beroperasi kembali, begitu juga pada tang-
gal 24 November, peneliti menemukan hal yang sama. Hal ini menyebab-
kan tidak efektifnya waktu jadwal buka perpustakaan. Terkait hal tersebut, 
peneliti mewawancarai Ibu Ummi selaku kepala Kasubag, beliau menga-
takan bahwa:  
“Kalau berbicara waktu buka perpustakaan setelah jam Istriahat, 
memang saya akui bahwa belum dijalankan dengan optimal oleh bebera-
pa pegawai, hal ini dikarenakan karena pegawai belum bisa memanfaat-
kan waktu istirahat dengan optimal, saat ditanya alasannya, mereka 
mengatakan bahwa masih sholat atau makan, padahal waktu 1 jam ha-
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rusnya istirahat harusnya cukup untuk melakukan hal hal tersebut apabila 
dimanfaatkan dengan baik”19 
 
Berdasarkan analisis dari observasi dan wawancara yang dilakukan dapat 
diambil kesimpulan beberapa hal-hal mengenai kedisiplinan Pegawai 
Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ Jakarta: 
 Kurang seriusnya Pegawai negeri Sipil dalam menggunakan absen-
si sidik jari. 
 Masih banyaknya pegawai negeri sipil yang datang terlambat pada 
saat masuk kerja, sehingga memberikan dampak bagi pelayanan. 
 Penggunaan jam istirahat yang kurang efesien. 
 Kurangnya ketegasan dari atasan untuk mendisiplinkan pegawai. 
 Kurangnya kesadaran dari para pegawai untuk mengikuti peraturan 
yang ada. 
4.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses implementasi peraturan 
pemerintahan No. 53 Tahun 2010  
 Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 
mengenai faktor faktor yang mempengaruhi proses implementasi Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPT 
Perpustakaan Jakarta. Ditemukan bahwa terdapat beberapa factor yang menjadi 
penghambat berjalannya peraturan tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam dil-
akukan wawancara kepada salah satu narasumber yakni Ibu Rita Selaku kepala 
UPT Perpustakaan Jakarta, beliau menyampaikan bahwa:  
                                                             
19 Wawawncara dengan Ibu Ummi selaku kepala Kasubag pada tanggal 23 November 2017 di 
Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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 “Sebenarnya banyak ya faktor faktor yang menyebabkan terjadinya ke-
lalaian kelalaian atau pelanggaran pelanggaran disiplin pada pegawai negeri 
sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ Jakarta, seperti misalnya untuk keterlam-
batan, biasanya yang datang terlambat hanya itu itu saja, dan biasanya nanti ada 
yang lain yang mengikuti karena kebiasaan, hal ini merupakan hal yang menurut 
saya merupakan faktor budaya yang kurang baik karena akan menghambat pros-
es pelayanan di Perpustakaan, hal ini juga hal yang sama untuk jam istirahat ka-
rena kebanyakan dengan alasan menunggu temannya atau sebagainya, lalu untuk 
keluhan mengenai buku di perpustakaan yang kurang diperbaharui memang kami 
sudah sadar akan hal itu namun kami sudah melakukan usaha untuk hal itu 
dengan mengajukan proposal kepada rektorat, usaha yang dilakukan dari sini 
sudah maksimal untuk hal tersebut namun respon yang didapatkan belum ber-
jalan dengan baik mengenai anggaran tersebut. Lalu mengenai peletakan buku 
yang terkadang ditemukan tidak pada tempatnya, mungkin itu dikarenakan ku-
rangnya ketelitian dari pegawai kami sendiri yak arena buku di UPT sendiri sep-
erti yang diketahui sendiri ada banyak sekali dan pegawai pun tak luput dari 
kesalahan seperti itu”20 
Berdasarkan analisis dari observasi dan wawancara yang dilakukan dapat 
diambil kesimpulan beberapa hal-hal mengenai faktor-faktor yang menjadi 
penyebab kurangnya kedisiplinan pegawai Badan UPT Perpustakaan UNJ Jakarta: 
 Faktor Budaya dimana pegawai menganggap ringan dari teguran lisan 
yang diberikan dan berakibat mengikuti pegawai lain yang datang terlam-
bat. 
 Faktor ekonomi / dana yang kurang dari atasan untuk memperbaharui buku 
di perpustakaan. 
 Kurangnya kesadaran pegawai negeri sipil di Badan UPT Perpustakaan 
UNJ Jakarta untuk mengikuti peraturan dengan baik. 
 Kurangnya ketegasan dari atasan dalam pemberian hukuman sehingga 
masih banyak pegawai yang melakukan pelanggaran. 
                                                             
20 Wawawncara dengan Ibu Rita selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 No-
vember 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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4.2.3 Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di UPT Per-
pustakaan Jakarta  
Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 
mengenai bagaimana jalannya proses implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UPT Perpustakaan Jakarta. 
Ditemukan bahwa masih terdapat hal hal yang kurang berjalan dengan baik. Un-
tuk mengetahui lebih dalam dilakukan wawancara kepada salah satu narasumber 
yakni Ibu Rita Selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta, beliau menyampaikan 
bahwa:  
“Badan UPT Perpustakaan UNJ telah melakukan tindakan disiplin sesuai 
peraturan yang berlaku yakni untuk pelanggaran ringan, kami selalu ada 
kegiatan coffe morning setiap hari Jum’at untuk mengadakan evaluasi antar peg-
awai dan memberikan teguran ringan, namun hal ini sepertinya masih hanya di-
anggap formalitas dari pegawai dan belum adanya ketegasan juga dari kami un-
tuk memberikan hukuman pelanggaran ringan selain teguran lisan.”21 
 Berdasarkan analisis dari observasi dan wawancara yang dilakukan dapat 
diambil kesimpulan beberapa hal-hal mengenai faktor-faktor yang menjadi 
penyebab kurangnya kedisiplinan pegawai Badan UPT Perpustakaan UNJ Jakarta: 
 Pelaksanaan Implementasi belum berjalan dengan baik karena masih ban-
yaknya pegawai yang melakukan pelanggaran ringan. 
 Kurang adanya ketegasan dari atasan dalam memberikan hukuman sehing-
ga menyebabkan pegawai kurang menanggapi dengan serius. 
 Kurangnya kesadaran pegawai negeri sipil di Badan UPT Perpustakaan 
UNJ Jakarta untuk mengikuti peraturan dengan baik. 
                                                             
21 Wawawncara dengan Ibu Rita selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 No-
vember 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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4.3 Pembahasan 
Dalam penelitian ini, untuk mempertajam analisis data, peneliti 
menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh 
Donald Van Metter dan Van Horn diantaranya yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, 
sumber daya, karateristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana,  
komunikasi antar organisasi, dan faktor eksternal. 
 Dalam mengalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis 
yang dikemukakan oleh Miles dan Hamberman. Tujuannya untuk meningkatkan 
pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain. 
Miles dan Hamberman menjelaskan ada beberapa langkah penting yang perlu dil-
akukan dalam menganalisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kes-
impulan. 
 Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah baik 
melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka, serta dokumentasi, tanpa 
adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata lain data yang bersifat apa 
adanya. Langkah ke dua yaitu trakskrip data dengan cara merubah catatan 
penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian pembuatan koding yaitu membaca ulang 
seluruh data yang sudah ditranskrip yang bertujuan untuk menemukan hal hal 
penting atau kata kunci dan selanjutnya diberikan kode.  
Setelah itu adalah kategorisasi data, peneliti mulai menyederhanakan data 
dan mengikat kata kata kunci dalam suatu besaran yang disebut kategori. 
Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan walaupun masih bersifat semen-
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tara, sampai pada langkah berikutnya peneliti melakukan proses check and re-
check (triangulasi) antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya.  
Langkah terakhir adalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data 
penelitian tersebut sudah jenuh dan disetiap penambahan data hanya akan 
memunculkan ketumpangtindihan 
Dalam penelitian kali ini peneliti akan menguraikan pembahasal hasil 
penelitian dengan didasari data yang peneliti peroleh melalui hasil observasi, wa-
wancara, dokumentasi, mengenai implementasi Peraturan Pmerintah No. 53 Ta-
hun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UPT Perpustakaan Ja-
karta yang meliputi beberapa variabel, diantaranya adalah sebagai berikut ber-
landaskan pada teori yang digunakan yakni Teori Van Metter dan Van Horn : 
I. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
   Suatu tolak ukur dari suskesnya sebuah kebijakan di implementasikan 
adalah dari tujuan dan bagaimana kebijakan itu dilahirkan, dengan itu kinerja dari 
implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dair kebijakan yang telah ada, 
sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik ialah apabila antara tujuan 
dan implementasi kebijakan telah sesuai. 
   Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai beberapa 
aspek yang terkandung didalamnya sesuai dengan rumusan masalah yang peniliti 
buat, yaitu: Bagaimanakah jenis, latar belakang, dan modus pelanggaran serta 
standar keberhasilan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 
Disipplin Pegawai Negeri Sipil ini peneliti bertanya kepada Ibu Dra. Rita Jenny 
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Lysanti, M.Pd. selaku Kepala UPT Perpustakaan UNJ yang mengatakan bahwa 
tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil sebagaiamna dalam wawancara yang dikatakan oleh beliau: 
“Jenis jenis pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil di ling-
kungan badan UPT Perpustakaan UNJ sendiri Alhamdulillah masih ringan, 
mungkin hanya seperti telat namun ada juga yang melakukan pelanggaran berat 
seperti tidak masuk berhari hari tanpa alasan yang menyebabkan diberhenti-
kannya pegawai tersebut, namun itu hanya 1 atau 2. Latar belakang nya sendiri 
mungkin apabila yang terlambat kebanyakan hanya memberi alasan klasik seperti 
kesiangan atau jalanan macet, toh kalau sudau tau macet seharusnya bisa mem-
persiapkan untuk berangkat lebih pagi. Standarisasi dan ukuran dari berhasilnya 
peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
ini ialah tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan visi dan misi dari UPT Per-
pustakaan UNJ dan ini dapat dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai”22 
Selanjutnya Ibu Rita memaparkan bahwa tujuan dari Peraturan Pemerintah 
No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang nantinya akan 
berdampak terhadap kinerja yang dihasilkan dari disiplin tersebut, berikut pern-
yataan yang disampaikan oleh beliau: 
“Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil ialah agar semua Pegawai Negeri Sipil disiplin sehingga ini akan 
berbanding lurus dengan kinerja yang maksimal”23 
Kemudian Ibu Ummi M. Siregar mengatakan bahwa standar keberhasilan 
dari implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Peg-
awai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagaiamana yang dikatakan oleh beliau:  
                                                             
22 Wawancara dengan Ibu Rita selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 Novem-
ber 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
23 Wawawncara dengan Ibu Rita selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 No-
vember 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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“Standarisasi atau tolak ukur dari keberhasilan Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 ini ialah tentunya semua Pegawai Negeri Sipil disiplin dan mentaati 
peraturan yang berlaku mengenai disiplin”24 
Sementara itu Ibu Ummi menjelaskan bahwa tujuan dari Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah untuk 
sebagai pedoman kedisiplinan pegawai didalam berkerja, berikut pernyataan dari 
beliau: 
“Pegawai di dalam berkerja haruslah mempunyai dasar atau pedoman di 
dalam berkerja begitu pula dalam hal disiplin, Peraturan Pemerintah No. 53 Ta-
hun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini merupakan dasar pegawai di 
dalam melakukan tindakan”25 
Kemudian dilakukan wawancara kepada peneliti Ibu Rina Kusniwati 
selaku Koordinator layanan pemustaka yang mengatakan bahwa standar keber-
hasilan dari implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagaimana yang dikatakan oleh 
belaiu: 
“Kalau standar keberhasilan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 
2010 ini ialah adanya kesadaran tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil karena dida-
lam peraturan disiplin ini ada hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melang-
gar, bahkan bisa sampai pemecatan tergantung dari berat atau tidaknya pelang-
garan yang dilakukan Pegawai negeri Sipil.”26 
Sementara itu Ibu Rina juga menjelaskan bahwa tujuan Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah agar 
di dalam menjalankan tugas selesai dengan baik, dengan deimikian diharapkan 
                                                             
24 Wawawncara dengan Ibu Ummi selaku Kasubag UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 23 
November 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
25 Ibid 
26 Wawawncara dengan Ibu Rina selaku kepala Koordinator UPT Perpustakaan Jakarta pada tang-
gal 25 November 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan dengan tanggung  jawab, berikut pem-
aparan dari beliau: 
“Tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil ialah agar PNS menjadi disiplin sehingga di dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik karena di dalam Peraturan 
Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini terdapat sanksi untuk pegawai yang tidak men-
taati disiplin” 27 
Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil 
peneliti atas dimensi ukuran dan tujuan kebijakan pada narasumber sebagai beri-
kut:  
Pertama, Tujuan dari peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah agar Pegawai Negeri Sipil di Badan Ling-
kungan UPT Perpustakaan UNJ, dan hal ini telah menjadi dasar bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Badan Lingkungan UPT Perpustakaan UNJ untuk bekerja se-
bagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya masing masing sesuai jabatan yang dimil-
iki pegawai 
Kedua, Standar keberhasilan dari Peraturan Pmerintah No. 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai di Badan UPT Perpustakaan UNJ adalah seluruh pega-
wai menyadarinya bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai tanggung ja-
wab untuk disiplin, dengan dimikian sasaran kinerja pegawai yang telah dibuat di 
awal tahun dapat dilaksanakan sesusai sebagai mana target yang dibuat antara 
Pegawai Negeri Sipil dan atasannya langung. 
                                                             
27 Ibid 
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Ketiga, Jenis jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di lingkungan badan UPT UNJ masih tergolong ringan, dikarenakan 
pelanggaran tersebut masih berupa terlambat, namun ternyata masih ada juga satu 
atau dua pegawai yang melakukan pelannggaran berat seperti tidak hadir  berhari 
bari yang menyebabkan berakhirnya di berhentikan dari posisinya atau pekerjaan. 
Hasil penilaian atas dimensi ukuran dan tujuan kebijakan 
 
Kriteria Penilaian Hasil Penilaian  Kategori 
Kejelasan 1. Tujuan dari Pera-
turan Pemerintah No. 
53 Tahun 2010 ten-
tang Disiplin PNS 
sudah jelas dipahami 
oleh para PNS di 
UPT Perpustakaan 
UNJ. 
Baik 
 2.Standar dari Pera-
turan Pemerintah No. 
53 Tahun 2010 ten-
tang Disiplin PNS 
sudah jelas dipahami 
oleh badan PNS. 
Baik 
 
II.Sumber Daya  
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari ke-
mampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber 
daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Tahap 
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tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi adalah adanya sumber daya 
manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang 
telah ditetakan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya sum-
ber daya itu nihil, maka kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan. 
Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhi-
tungkan juga iala: sumberdaya financial dan sumber daya waktu. Karena mau tid-
ak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia se-
dangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersendia, maka memang menjadi 
persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan ke-
bijakan public. Demikian pula hanya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya 
manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik tetapi terbentur 
dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi 
penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang 
diminta dan dimaksudkan oleh Van Meter Van Horn adalah ketiga sumberdaya 
tersebut. 
Pertama, Sumber daya Manusia dalam hal ini menjadi pelaksana dari Pera-
turan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ada-
lah Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ. Namun di dalam 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil ini Satuan Kerja PNS UPT Perpustakaan UNJ perlu adanya koordi-
nasi dengan Petinggi UNJ dalam hal ini Rektorat UNJ. 
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Mengenai sumber daya dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan 
UNJ, berikut wawancara pada Ibu Rita: 
“Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ tentunya mem-
iliki  sumber daya yang Alhamdulillah cukup baik mengenai Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 ini, mengenai kesiapan pegawai perlu di tingkat-
kan lagi karena ketentuan masuk kerja pukul 08.00 WIB, ada toleransi sampai 
09.00 WIB, apabila terdapat pegawai yang sering terlambat maka akan dberikan 
iteguran lisan”28 
Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa kesiapan Pegawai 
Negeri Sipil di dalam mengamalkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini masih cukup baik namun perlu di ting-
katkan kembali supaya di dalam implementasinya sesuai dengan aturan yang ada. 
Selanjutnya Ibu Rita juga menjelaskan bahwa terdapat sara dan prasarana 
guna menunjang pegawai dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ, berikut pern-
yataan dari beliau: 
“Guna menudukung pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, di sini 
kamu sudah ada absensi secara elektronik maupun manual yang dengan ini ke-
hadiran pegawai diharap sesuai dengan waktu kehadirannya, diharapkan dengan 
fasilitasnya ini ada timbul motivasi dan berpengaruh baik terhadap kinerja, peg-
awai yang memenuhi target kerja pun dapat menaiki jabatan, kami sudah mem-
berikan hak hak pegawai seperti yang diamanatkan pada peraturan No. 53 Tahun 
2010”29 
Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa di Badan UPT Per-
pustakaan UNJ telah ada absensi secara elektronik yang diharapkan berpengaruh 
                                                             
28 Wawawncara dengan Ibu Rita selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 No-
vember 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
29 Wawawncara dengan Ibu Rita selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 No-
vember 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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terhadap disiplin pegawai karena dengan absen ini waktu hadir pegawai sesuai 
dengan saat pegawai itu hadir namun tetap saja masih ada pegawai yang lalai da-
lam hal ketepatan waktu dalam bekerja. 
Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini yang menangani masalah kepegawaian pada 
Bagian Staff, ialah kepala UPT Perpustakaan sendiri, dibantu dengan kepala Tata 
Usaha dan juga koordinator. Berikut pernyataan dari Ibu Rita mengenai kesiapan 
dari pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan Jakarta dari Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010: 
“Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan Jakarta sudah cukup 
baik namun belum menjalankan sepenuhnya dari Peraturan Pemerintah tersebut, 
apabila dikatakan dalam bentuk persen, yaitu belum mencapai 90% pegawai di 
dalam mentaati Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiiplin 
Pegawai Negeri Sipil in, maka perlu upaya kedepan untuk meningkatkannya 
supaya pegawai betul betul siap dan mengamalkan peraturan tentang disiplin ini, 
karena sebagia PNS telah mempunya Nomor Induk Pegawai yang itu merupakan 
tidak langsung adalah tanggung jawab sebagai pegawai”30 
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rita, Ibu Ummi juga 
menyampaikan bahwa kesiapan Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan 
UNJ perlu adanya peningkatan guna kedepannya agar dapat lebih baik lagi, beri-
kut pernyatan yang dikemukakan oleh Ibu Ummi: 
“Mengenai kedisiplinan di Badan UPT Perpustakaan UNJ, kesiapan 
mengenai disiplin sudah cukup baik, tanggung jawab dan kesadaran juga ada, 
namun perlu di tingkatkan lagi ketepatan di dalam menjalankan kewajibannya, 
dikita sudah ada coffee morning setiap jumat pagi untuk evaluasi setiap pegawai 
                                                             
30 Ibid 
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yang melakukan kesalahan namun dalam pelaksanannya masih seperti hanya 
formalitas dan belum ada kesungguhan”31 
Dari kutipan wawawancara di atas, bahwa ada upaya yang dilakukan 
mengenai disiplin Pegawai ini, terdapat kegiatan coffee morning mungguan yang 
dilakukan dan selalu dibahas tentang disiplin, namun dalam pelaksaannnya sendiri 
masih belum efektif dan seperti hanya formalitas. 
Berangkat dari hasil wawawancara di atas peneliti menganalisis bahwa in-
dikator dari aspek sumber daya manusia mengenai kedisiplinan sebagaimana Per-
aturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 sudah cukup memahami dan menjalankan 
peraturan yang ada dan kesadaran sebagai pegawai negeri sipil telah ada dalam 
diri pegawai namun dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya supa-
ya dari bekerja secara disiplin dan mengamalkan Peraturan Pemerintah No. 53 
tahun 2010 dengan sepenuhnya akan berpengaruh terhadap kinerja yang maksimal. 
Selanjutnya dalam hal sumber daya finansial untuk biaya pengoperasian 
UPT Perpustakaan UNJ sendiri, Ibu Rita memamaparkan: 
“Untuk biaya mengenai kedsiiplinan di Badan UPT Perpustakaan UNJ ini 
kita sudah mendapat dana dari rektor untuk membuat buku dan membagikannya 
kepada para pegawai mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 itu 
sendiri, ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih dalam hal tentang 
disiplin PNS. Apabila dalam hal pengoperasiannya sendiri, kami sadar bahwa 
banyak mahasiswa yang mengeluh bahwa buku di perpustakaan mungkin kurang 
di update namun sebenarnya hal ini kembali lagi kepada rektorat dan juga maha-
siswa, Dana yang diberikan dari rektorat belumlah ada untuk mengupdate buku 
buku di perpustakaan setiap tahunnya, padahal usaha kami menurut saya sudah 
maksimal untuk melakukan proposal pendanaan hal itu, selain itu dair pihak ma-
                                                             
31 Wawawncara dengan Ibu Ummi selaku Kasubag UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 23 
November 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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hasiswa pun juga dapat melakukan sumbangan buku buku bermanfaat yang 
terbaru.”32 
Berdasarkan wawancara di atas mengenai sumber daya finansial, imple-
memntasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ bahwa pihak kepegawaian UPT 
Perpustakaan UNJ sendiri mengalami kesulitan dalam menganani tuntutan dalam 
hal pembaharuan buku, hal ini dikarenakan kurangnya pendanaan dari rektorat 
untuk hal ini dan juga kurangnya gerakan dair mahasiswa untuk menyumbang bu-
ku buku terbaru. Lalu beliau juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang 
telah ada dalam hal ini seperti buku dan absen elekstronik masih dapat dijumpai 
pegawai namun masih belum optimal. 
Lalu Ibu Rita selaku kepala UPT menjelaskan bahwa mekanisme pem-
berian sanksi sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ telah dilakukan 
sesuai prosedur yang berlaku, berikut pernyataan dari beliau: 
“Badan UPT Perpustakaan UNJ telah melakukan tindakan disiplin sesuai 
peraturan yang berlaku yakni untuk pelanggaran ringan, kami selalu ada 
kegiatan coffe morning setiap hari Jum’at untuk mengadakan evaluasi antar peg-
awai dan memberikan teguran ringan, namun hal ini sepertinya masih hanya di-
anggap formalitas dari pegawai dan belum adanya ketegasan juga dari kami un-
tuk memberikan hukuman pelanggaran ringan selain teguran lisan.”33 
Dalam hal ini dapat kita llihat bahwa sudah ada usaha dari pihak Badan 
UPT Perpustakaan UPT UNJ sendiri dalam menangani pegawai yang melakukan 
pelanggaran ringan seperti memberikan teguran lisan namun sepertinya masih be-
                                                             
32 Wawawncara dengan Ibu Rita selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 No-
vember 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
33 Wawawncara dengan Ibu Rita selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 No-
vember 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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lum efektif dikarenakan masih seringnya pegawai melakukan pelanggaran terse-
but. 
Hasil Penilaian atas dimensi Sumber Daya 
Karakteristik 
penilaian  
Hasil Penilaian  Kategori 
Dukungan Sumber 
Daya Manusia 
Kesiapan PNS di Ba-
dan UPT Per-
pustakaan UNJ 
mengenai peraturan 
pemerintah No. 53 
Tahun 2010 
Cukup 
Dukungan Dana Dana dan anggaran 
dalam menunjang 
pelayanan dalam hal 
buku. 
Belum baik 
Dukungan sarana dan 
prasarana 
Sarana dan prasarana 
yang ada dalam 
menunjang dari pera-
turan pemerintah No. 
53 Tahun 2010 
Baik 
 
3. Karakteristik Agen Pelaksana 
Pusat Perhatian pada agen palsakana dalam Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan 
UNJ meliputi pihak pihak yang bertugas sebagai pengawas dan pemberi 
hukuaman pada para staff di UPT Perpustakaan UNJ sendiri yang akan terlibat 
dalam pengimplementasian peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 itu sendiri.  
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Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat 
banyak dipengaruhi oleh cirri cirri yang tepat serta cocok dengan agen 
pelaksananya. Misal, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk meru-
bah perilaku atau tindakan manusia secara radikal maka agen palksana proyek itu 
haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.  
Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar 
manusia, maka dapat dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan 
tidak setegas pada gambar yang pertama.  
Peran atau karakteristik dari para agen pelaksana Implementasi Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan 
UPT Perpustakaan melibatkan Kepala UPT Per pustakaan UNJ itu sendiri dan pa-
ra kepala kasubbag.  
Berikut pernyataan dari Ibu Rita terkait Peraturan Pemerintah No. 53 Ta-
hun 2010 tentang disiplin dan pelaksanannya oleh para pelaksana sebagai berikut: 
“Dalam pembinaan pegawai secara langsung disini kami melakukan ber-
sama sama oleh saya sendiri selaku Kepala dan juga oleh para Kasubbag masing 
masing, dan pelaksanaannya sendiri sudah sesuai peraturan yang berlaku, con-
tohnya sudah ada pegawai yang diberhnetikan dari posisi atau jabatannya 
dikarenakan tidak adanya keterangan saat tidak masuk berhari hari.”34 
Dari kutipan wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa, pelaksa-
naan peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Badan UPT Perpustakaan UNJ 
sudah sesuai dengan sebagaimana peraturan yang berlaku dan penjatuhan huku-
                                                             
34 Wawawncara dengan Ibu Rita selaku kepala UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 No-
vember 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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man dilakukan sesuai dengan bagaimana kesalahan yang dilakukan sesuai dengan 
peraturan disiplin. 
Selain itu pula, juga sudah terdapat Digital Library di UPT Perpustakaan 
UNJ yang merupakan salah satu bukti bahwa kemampuan pegawai negeri sipil 
dalam mengelola hal tersebut di UPT Perpustakaan UNJ dianggap baik. 
Hasil Penilaian Atas Dimensi Karakterisitk Agen Pelaksana 
Dimensi Penilaian  Hasil Penilaian  Kategori 
Karakteristik Agen 
Pelaksana 
Peran dari stake 
holder dalam 
pelaksanaan pera-
turan No. 53 tentang 
Disiplin PNS 
Baik 
 Pelsakanaan dari PP 
No. 53 tentang 
disiplin PNS di Ba-
dan UPT Per-
pustakaan UNJ, 
Baik 
Standar operating 
sistem 
Bentuk dan 
mekanisme sanksi 
yang diberikan ter-
hadap pegawai yang 
belum mentaati 
aturan sesuai dengan 
PP No. 53 tahun 
2010 
Baik 
 
4. Sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana. 
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Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan 
yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak 
melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. 
Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah 
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih 
khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 
Faktor pimpinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasibuan (dalam 
Elvira 2014), dalam sebuah kepemimpinan melekat fungsi pengawasan yang 
bertujuan untuk mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan pengawasan melekat, 
pimpinan secara langsung harus mengawasi kinerja maupun perilaku bawahannya. 
Terkait dengan faktor pengawasan, menurut pimpinan BKD dalam wawancara 
adalah,kurang pembinaan dari pimpinan.35 
Dalam hal ini, peneliti menanyakan kepada salah satu pegawai atau staff 
mengenai bagaimana pendapatnya tentang para pelaksana Peraturan Pemerintah 
No. 53 Tahun 2010 di badan UPT Perpustakaan UNJ, pendapat Pak Oky sendiri 
sebagai berikut: 
“Kalau menurut saya sih, pelaksanannya sendiri yah sudah cukup baik, 
sudah ada kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap jum’at untuk memberikan te-
guran kepada pegawai yang melakukan pelanggaran ringan, saya sendiri pun 
pernah mendapat teguran karena sering terlambat, jadi bisa saya bilang sudah 
cukup baik, walaupun dari pihak pegawai sendiri seperti belum terlalu me-
nanggapi dengan serius teguran tersebut dilihat dari masih banyak pegawai yang 
                                                             
35 Lutfi. 2014. “Implementasi Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai”. 
Media.neliti.com (Diakses tanggal 30 Desember 2017 Pukul 20.00) 
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terlambat walaupun sudah diberi teguran, dan itu pun juga berlaku terhadap 
semua pegawai”36 
Dari kutipan wawancara tersebut, penulis mendapatkan bahwa para 
pelaksana sudah melaksanankan tugas pelaksanannya dengan baik dan bersikap 
netral dengan menegur semua pegawai yang melakukan pelanggaran. Hal ini 
merupakan salah satu contoh baik dari pelaksanaan walaupun dari pihak pegawai 
masih belum menanggapi dengan serius. 
Hasil Penilaian atas Dimensi Sikap Disposition Para 
Pelaksana 
Dimesi Penilaian Hasil Penilaian  Kategori 
Pemahaman Pemahaman para 
pegawai terkait PP 
No. 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin PNS 
Belum Baik 
Respon Respon Pegawai UPT 
Perpustakaan UNJ 
terhadap PP No. 53 
Tahun 2010 tentang 
disiplin PNS. 
Cukup 
Fasilitas Fasilitas yang diberi-
kan guna menunjang 
implementasi PP No 
53 Tahun 2010 ten-
tang disiplin PNS  
Cukup 
 
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 
                                                             
36 Wawawncara dengan Pak Oky selaku staff UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 24 Novem-
ber 2017 di UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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Hal ini merupkana mekanisme yang penting dalam implementasi suatu pera-
turan atau kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak pihak 
yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan kesala-
han aka sangat kecil terjadi. Dalam hal ini, peneliti membagi komunikasi ke da-
lam aspek koordinasi dan sosialisasi. 
Peneliti menanyakan hal ini kepada salah satu informan yakni Ibu Ummi 
selaku Kasubbag Tata Usaha, beliau menjelaskan: 
“Koordinasi dan Sosialisasi yang dilakukan mengenai kedisiplinan mungkin 
seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh informan lain juga bahwa kami 
mengadakan kegiatan coffee morning untuk hal tersebut, mengevaluasi dan men-
sosialisasikan apa apa saja yang harus dan tak harus dilakukan oleh pegawai 
negeri sipil sesuai peraturan.”37 
Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai sosialisasi dari Peraturan 
Pemerintah No. 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan badan 
UPT Perpustakaan UNJ, peneliti menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah 
cukup baik, walaupun memang masih dirasa kurang karena belum menyeleruhnya 
dilakukan sosialisasi. 
 
Hasil Penilaian atas Dimensi Komunikasi Antar Organisasi 
dan Aktivitas Pelaksana 
Karakteristik 
Penilaian  
Hasil Penilaian  Kategori  
Koordinasi Koordinasi antar 
Pegawai UPT dengan 
Baik 
                                                             
37 Wawawncara dengan Ibu Ummi selaku Kasubag UPT Perpustakaan Jakarta pada tanggal 23 
November 2017 di Kantor UPT Perpustakaan UNJ Jakarta. 
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atasan langsung 
 Sosialisasi Peraturan 
Pemerintah No. 53 
tentang Disiplin Peg-
awai di Badan UPT 
Perpustakaan UNJ. 
Baik 
 
6) Lingkungan Eksternal  
Lalu yang terakhir perlu diperhatikan dalam teori ini adalah lingkungan ekster-
nal yaitu meliputi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan eksternal 
yang tidak positif atau kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan 
kinerja implementasi suatu peraturan pemerintahan. Karena itu upaya implemen-
tasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. 
Untuk mendalami apakah ada hal hal yang dari faktor eksternal yang 
mempengaruhi dalam hal kedisiplinan, dilakukan wawancara kepada Ibu Rita 
selaku kepada UPT Perpustakaan UNJ Jakarta, berikut pernyataan dari beliau:  
“Kalau dari faktor sosial sih mungkin itu pengaruh dari keluarga ya, banyak 
yang beralasan saat datang telat karena ada urusan keluarga atau mengurus hal 
lain namun itu tidak sering yah karena kebiasaan hanya alasan klasik, untuk 
faktor ekonomi ada juga yang mengatakan terkadang mengalami kesulitan dalam 
transportasi dikarenakan gaji yang diterima juga digunakan untuk keperluan ke-
hidupan sehari hari yang lain dan untuk faktor politik saya rasa tidak ada” 
Berikut hasil lingkungan eksternal di Badan UPT Perpustakaan UNJ dapat 
dilihat dalam bentuk table di bawah ini : 
Karakteristik 
Penilaian  
Hasil Penilaian  Kategori 
Lingkungan Sosial Mempengaruhi Mempengaruhi 
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disiplin pegawai Ba-
dan UPT Per-
pustakaan UNJ. 
Lingkungan 
Ekonomi 
Mempengaruhi Peg-
awai Badan UPT 
Perpustakaan UNJ. 
Mempengaruhi 
Lingkungan Politik Mempengaruhi Peg-
awai Badan UPT 
Perpustakaan UNJ 
- 
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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UPT Perpustakaan 
UNJ, maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. Jenis pelanggaran yang terjadi di Badan UPT Perpustakaan UNJ 
meliputi seperti datang terlambat, tidak tertatanya buku dengan ra-
pi, dan kurang terbaharuinya buku yang berada di perpustakaan. 
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengimple-
mentasian PP No. 53 Tahun 2010 di UPT Perpustakaan UNJ seper-
ti kurangnya kesadaran pegawai dan kurang tegasnya hukuman 
yang diberikan dan juga berbagai faktor lain seperti budaya, sosial 
dan ekonomi. 
3. Proses implementasi yang dilaksanakan oleh para atasan di UPT 
Perpustakaan UNJ sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan 
peraturan yang berlaku namun belum optimal dikarenakan masih 
adanya pegawai yang sering melakukan pelanggaran. 
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B. Implikasi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 
struktur Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ dalam 
mengoptimalkan jalannya implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Ta-
hun 2010., serta dapat memberikan informasi kepada peneliti lanjutan 
yang memiliki topik penelitian yang sama. 
C. Saran  
Sebaiknya UPT Perpustakaan UNJ melakukan langkah: 
 Sebaiknya dilakukan pencegahan tindakan yakni melalui cara pre-
ventif perlu dilakukan dalam hal ini pelaksana langsung kepada pa-
ra staff atau bawahannya, agar masalah yang dimiliki oleh pegawai 
negeri sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ Jakarta dapat 
diketahui sebelumnya dan dapat dipecahkan sehingga kesalahan 
atau tindakan tidak disiplin yang dilakukan oleh pegawai tidak 
akan terjadi. 
 Sebaiknya kepedulian dari Pegawai Negeri Sipil terhadap pera-
turan perlu ditingkatkan dengan cara diberikan acara khusus seperti 
seminar untuk mengetahui bagaimana kandungan yang terdapat di 
dalamnya dan dilakukan evaluasi apakah pegawai sudah me-
mahami peraturan tersebut dengan baik 
 Sebaiknya perlu ditingkatkan ketegasan yang dijalankan oleh ata-
san kepada bawahan agar proses implementasi berjalan dengan 
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baik. Harus diberikan hukuman yang tegas apabila pelanggaran 
ringan dilakukan berulang kali. 
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Lampiran-Lampiran 
 
 
Gambar 1. Buku yang dibagikan kepada Pegawai Negeri Sipil Badan UPT Per-
pustakaan UNJ sebagai salah satu sarana sosialisasi. 
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Gambar 2. Wawancara dengan informan. 
 
Gambar 3, Kegiatan di UPT Perpustakaan UNJ 
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Gambar 4. Absensi Pegawai di UPT Perpustakaan UNJ. 
 
Gambar 5. Salah satu sasaran pencapaian kerja bagi seluruh pegawai yang apabila 
dipenuhi dapat naik jabatan. 
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Gambar 6. Surat keterangan telah melakukan penelitian. 
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Pedoman Wawancara 
A. Pedoman Wawancara dengan Kepala UPT Perpustakaan 
UNJ  
1. Apa tugas dan wewenang kepala UPT Perpustakaan UNJ? 
 Jawab : Tugas dan Wewenang Kepala UPT Perpustakaan UNJ 
itu banyak sekali, namun apabila dalam kaitannya dengan 
upaya peningkatan disiplin PNS antara lain menyiapkan 
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan 
kegiatan pembinaan dan penegakan disiplin PNS. 
2. Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil? 
 Jawab : Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, khususnya di UPT Perpustakaan UNJ, 
saya rasa sudah cukup berjalan sesuai bagaimana prosedurnya 
yang dituliskan dalam PP No. 53 Tahun 2010.  
3. Tujuan dari PP No. 53 Tahun 2010 itu sendiri menurut ibu sep-
erti apa? 
 Jawab : Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah agar semua Pega-
wai Negeri Sipil disiplin sehingga ini akan berbanding lurus 
dengan kinerja yang maksimal. 
4. Menurut Ibu, Standar keberhasilan dari pelaksanaan PP No. 53 
Tahun 2010 ini seperti apa ya bu? 
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 Jawab : Kalau standar keberhasilan dari Peraturan Pemerintah 
No 53 Tahun 2010 ini ialah adanya kesadaran tinggi bagi Peg-
awai Negeri Sipil karena didalam peraturan disiplin ini ada 
hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar, bahkan 
bisa sampai pemecatan tergantung dari berat atau tidaknya 
pelanggaran yang dilakukan Pegawai negeri Sipil. 
5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi UPT Perpustakaan 
dalam upaya penegakan disiplin PNS? 
Jawab : Untuk Kendala sebenarnya UPT Perpustakaan UNJ 
sendiri tidak menemukan begitu banyak kendala, hanya saja 
masih kurangnya kesadaran itu sendiri yang menjadi kendala 
penghambatnya terlaksananya peraturan itu dengan baik. 
6. Apa saja tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS 
di Kabupaten Banyumas? 
 Tingkat pelanggaran disiplin yang sering dilakukan oleh PNS 
di UPT Perpustakaan UNJ yaitu pelanggaran terhadap pasal 3 
angka 11 tentang kewajiban untuk mentaati jam kerja, misalnya 
mangkir kerja, telat datang kerja dan sebagainya. 
 Jenis jenis pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil di 
lingkungan badan UPT Perpustakaan UNJ sendiri 
Alhamdulillah masih ringan, mungkin hanya seperti telat 
namun ada juga yang melakukan pelanggaran berat seperti 
tidak masuk berhari hari tanpa alasan yang menyebabkan 
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diberhentikannya pegawai tersebut, namun itu hanya 1 atau 2. 
Latar belakang nya sendiri mungkin apabila yang terlambat 
kebanyakan hanya memberialasan klasik seperti kesiangan atau 
jalanan macet, toh kalau sudau tau macet seharusnya bisa 
mempersiapkan untuk berangkat lebih pagi. Standarisasi dan 
ukuran dari berhasilnya peraturan pemerintah No. 53 Tahun 
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini ialah tugas-
tugas yang diberikan sesuai dengan visi dan misi dari UPT 
Perpustakaan UNJ dan ini dapat dilihat dari sasaran Kinerja 
Pegawai. 
7. Bagaimana sumber daya PNS di UPT Perpustakaan UNJ? 
 Jawab : Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan UNJ 
tentunya memiliki sumber daya yang Alhamdulillah cukup baik 
mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 ini, 
mengenai kesiapan pegawai perlu di tingkatkan lagi karena 
ketentuan masuk kerja pukul 08.00 WIB, ada toleransi sampai 
09.00 WIB, apabila terdapat pegawai yang sering terlambat 
maka akan dberikan teguran lisan. 
 Untuk biaya mengenai kedsiiplinan di Badan UPT 
Perpustakaan UNJ ini kita sudah mendapat dana dari rektor 
untuk membuat buku dan membagikannya kepada para 
pegawai mengenai Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 itu 
sendiri, ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih 
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dalam hal tentang disiplin PNS. Apabila dalam hal 
pengoperasiannya sendiri,kami sadar bahwa banyak mahasiswa 
yang mengeluh bahwa buku di perpustakaan mungkin kurang 
di update namun sebenarnya hal ini kembali lagi kepada 
rektorat dan juga mahasiswa, Dana yang diberikan dari rektorat 
belumlah ada untuk mengupdate buku buku di perpustakaan 
setiap tahunnya, padahal usaha kami menurut saya sudah 
maksimal untuk melakukan proposal pendanaan hal itu, selain 
itu dair pihak mahasiswa pun juga dapat melakukan 
sumbangan buku buku bermanfaat yang terbaru. 
8. Bagaimana Sarana dan Prasarana Pegawai di UPT Per-
pustakaan UNJ? 
Jawab : Guna menudukung pelaksanaan peraturan pemerintah 
tersebut, di sini kamu sudah ada absensi secara elektronik 
maupun manual yang dengan ini kehadiran pegawai diharap 
sesuai dengan waktu kehadirannya, diharapkan dengan 
fasilitasnya ini ada timbul motivasi dan berpengaruh baik 
terhadap kinerja, kami pun sudah memberikan hak hak pegawai 
seperti yang diamanatkan pada peraturan No. 53 Tahun 2010. 
9. Bagaimana upaya UPT Perpustakaan UNJ dalam 
meningkatkan disiplin PNS? 
 Jawab : Upaya yang dilakukan antara lain melalui 
pembinaan/sosialisasi yang biasa kami adakan setiap hari 
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Jum’at yaitu melalui kegiatan coffee morning. Penjatuhan 
hukuman disiplin seperti sebelumnya ada yang pernah di ber-
hentikan karena tidak masuk kerja untuk waktu yang lama. 
Sementara dalam pembinaan pegawai secara langsung disini 
kami melakukan bersama sama oleh saya sendiri selaku Kepala 
dan juga oleh para Kasubbag masing masing, dan pelaksa-
naannya sendiri sudah sesuai peraturan yang berlaku, con-
tohnya sudah ada pegawai yang diberhnetikan dari posisi atau 
jabatannya dikarenakan tidak adanya keterangan saat tidak ma-
suk berhari hari.. 
10. Bagaimana kesiapan dari PNS di UPT Perpustakaan UNJ 
mengenai PP No. 53 Tahun 2010? 
Jawab : Pegawai Negeri Sipil di Badan UPT Perpustakaan 
Jakarta sudah cukup baik namun belum menjalankan 
sepenuhnya dari Peraturan Pemerintah tersebut, apabila 
dikatakan dalam bentuk persen, yaitu belum mencapai 90% 
pegawai di dalam mentaati Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 
2010 Tentang Disiiplin Pegawai Negeri Sipil in, maka perlu 
upaya kedepan untuk meningkatkannya supaya pegawai betul 
betul siap dan mengamalkan peraturan tentang disiplin ini, 
karena sebagia PNS telah mempunya Nomor Induk Pegawai 
yang itu merupakan tidak langsung adalah tanggung jawab 
sebagai pegawai. 
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11. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan 
penjatuhan hukuman disiplin PNS? 
 Jawab : PNS yang melanggar disiplin tentunya akan diberikan 
hukuman sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan, apabila 
ringan biasanya kami member teguran lisan dan apabila berat 
bisa diberhentikan dari posisinya. 
12. Bagaimana pengaruh dari faktor faktor eksternal yang 
mempengaruhi pengaruh disiplin pegawai di Badan UPT Per-
pustakaan UNJ? 
Jawab : “Kalau dari faktor sosial sih mungkin itu pengaruh dari 
keluarga ya, banyak yang beralasan saat datang telat karena 
ada urusan keluarga atau mengurus hal lain namun itu tidak 
sering yah karena kebiasaan hanya alasan klasik, untuk faktor 
ekonomi ada juga yang mengatakan terkadang mengalami 
kesulitan dalam transportasi dikarenakan gaji yang diterima ju-
ga digunakan untuk keperluan kehidupan sehari hari yang lain 
dan untuk faktor politik saya rasa tidak ada” 
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B. Pedoman Wawancara dengan Kasubbag UPT Perpustakaan 
UNJ 
1. Apa tugas dan wewenang kepala Kasubbag UPT Perpustakaan 
UNJ? 
Jawab : Sebagai Kepala Kasubbag saya mempunyai tugas yang 
cukup banyak seperti menyusun rencana dan program kerja sub 
bagian, memberikan petunjuk kepada bawahan, menilai 
prestasi kerja bawahan, melaksanan urusan kepeawaian, 
mengelola urusan surat menyeruta, dll. 
2. Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil? 
 Jawab : Pelaksanannya sudah sesuai dengan PP No. 53 Tahun 
2010 sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan. 
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi UPT Perpustakaan 
UNJ dalam upaya penegakan disiplin PNS? 
Jawab : Masih ada pegawai yang kurang memahami PP No. 53 
Tahun 2010 dan kurangnya keinginan untuk membaca buku 
yang telah diberikan. 
4. Apa saja tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS 
di UPT Perpustakaan UNJ? 
Jawab : Telat kerja, terkadang tidak izin saat keluar, namun 
tidak sering. 
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5. Bagaimana upaya UPT Perpustakaan UNJ dalam 
meningkatkan disiplin PNS? 
Jawab : Upaya yang dilakukan antara lain: melalui sosialisasi, 
pemahaman aturan kepegawaian, pembinaan. Sudah ada usaha 
dari kami untuk melakukan atau mensosialisasikan 
pendisiplinan melalui peraturan tersebut, namun belum diresapi 
kesungguhannya sepertinya oleh para pegawai, kami pun 
bahkan sudah mengedarkan buku mengenai peraturan tersebut. 
6. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan 
penjatuhan hukuman disiplin PNS? 
   Jawab : Adanya laporan, kemudian di cek, apabila secara data         
sudah valid kemudian dirapatkan. 
7. Apa Tujuan dari PP No. 53 Tahun 2010 menurut Ibu? 
Jawab : Tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah agar PNS menjadi 
disiplin sehingga di dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya dengan baik karena di dalam Peraturan Pemerintah 
No 53 Tahun 2010 ini terdapat sanksi untuk pegawai yang tidak 
mentaati disiplin. 
8. Menurut Ibu, standar keberhasilan dari Implementasi Peraturan 
PP No. 53 Tahun 2010 itu apa ya bu? 
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Jawab : Standarisasi atau tolak ukur dari keberhasilan Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 ini ialah tentunya semua Pegawai 
Negeri Sipil disiplin dan mentaati peraturan yang berlaku 
mengenai disiplin. Pegawai di dalam berkerja haruslah mempu-
nyai dasar atau pedoman di dalam berkerja begitu pula dalam hal 
disiplin, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 
disiplin Pegawai Negeri Sipil ini merupakan dasar pegawai di da-
lam melakukan tindakan. 
9. Menurut Ibu, bagaimana kesiapan PNS UPT Perpustakaan 
UNJ mengenai peraturan tersebut? 
Jawab : Mengenai kedisiplinan di Badan UPT Perpustakaan UNJ, 
kesiapan mengenai disiplin sudah cukup baik, tanggung jawab 
dan kesadaran juga ada, namun perlu di tingkatkan lagi ketepatan 
di dalam menjalankan kewajibannya, dikita sudah ada coffee 
morning setiap jumat pagi untuk evaluasi setiap pegawai yang 
melakukan kesalahan namun dalam pelaksanannya masih seperti 
hanya formalitas dan belum ada kesungguhan. 
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